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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang aenan
Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah Ikatiain batin antara
seorang pria dan wanita sebagai suami istri dertggran membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalabarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkatanigsung
dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi deadaan tertentu
perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihirsgdragai suatu kenyataan.
Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan memliseslaagai akibat
hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan Hzstaama dalam
perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinangatur
tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) harta benda yang diperoleh sepanjargawinan

menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masasgjng suami

dan istri dan harta benda yang diperoleh masingagasebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasan grasising Si
penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dardegtat bertindak

atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengendh Haawaan

masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sdpgrau untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersaasal B7 (1)

! Departemen Agama RBahan Penyuluhan HukutdU. No. 1 Tahun 1974)akarta:
Dirjen Pembinaan Islam, 2000, him. 124-125.



Bilamana perkawinan putus karena perceraian makia thersama
diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskamvh hukum
masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat lkakum-hukum
lainnya yang bersangkutan dengan pembagian hagarba tersebut.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepemk@awinan
berlangsund. Sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum beriaggga
perkawinart namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga dinksla
banyak yang tidak mencatat tentang harta bersamg ry@reka miliki. Pada
perkawinan yang masih baru, pemisahan harta badeaamarta bersama itu
masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan wagh tua, harta
bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit uniigkaskan secara
terperinci satu persafu.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat ned@ yang
mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelghdi®ya perceraian,
mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan caygawarah, tetapi
apabila dengan cara tersebut masih belum bisddasaiean maka mengenai
kedudukan atau pembagian harta bersama antara daanstri yang bercerai
tersebut adalah Pengadilan Agama sebagai tempak unenyelesaikan

sengketa pembagian harta bersama.

35.

2 K. Wantjik SalehHukum Perkawinan Indonesidakarta: Ghalia Indonesia, 1980. him.

*Ibid, him. 35.
* Hilman HadikusumaHukum Perkawinan AdaBandung: Citra Aditya Bakti, 1990,

him. 56.



Kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agaeraantum
pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tetabah lagi ke dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat aitetkngan tugas dan
wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutas
menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama bagekaeyang beragama
Islam?

Sengketa harta bersama merupakan bagian permasgkamg masuk
dalam lingkup Pengadilan di lingkungan Peradilamg. Melalui ketentuan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat hladaéngatur hal-hal
berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinanswamsiat, hibah,
infagq, wakaf, zakat, hibah, shadagoh, dan ekongmii’ah yang berlaku,
termasuk di dalamnya perihal harta berséma.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentanigalReman, di
Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yabbeykaitan dengan
pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalaal Ba Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi “Adanya harta bersamardaperkawinan itu
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masiaging suami atau
isteri.’

Ketika terjadi perceraian maka akan muncul hartadmea, yang pada

dasarnya harus dibagi antara suami atau isteripndaatika keduanya tidak

® Departemen Agama RUndang-Undang No. 3 Tahun 2Q0&tas Perubahan Tehadap
Undang-Undang No. 7 Th 198%Im. 9.

® Departemen Agam&enerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perkanade,
Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat PembinaaraBilan Agama, 2004, him. 7.

" zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2006, him.
56-58.



bisa menerima secara sukarela bagian masing-mparagihak antara suami
atau isteri maka sesuai dengan peraturan KHI dgalasal 88, menyatakan
bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suateriigentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepatmadilan Agama®.
Terkait juga dengan pasal 91 KHI:
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasdd@i, berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bendak tibergerak,
benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupartzalpun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang janoteh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Telah diatur juga dalam Pasal 97 Kompilasi Hukurtants yang
menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baikhtdug maupun cerai
mati ini, masing-masing mendapat setengah dariahbersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbuny

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masinigakeseperdua

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukandalam perjanjian

perkawinan™

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bapesmbagiarharta
bersama karena cerai hidup dapat dilakukan seaagaung antara bekas istri
dan suami dengan pembagian masing-masing sepaembag

Sedangkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Peerddau
sering dikenal dengarBurgelijk WetboeKBW) menggunakan sistem yang

berbeda dengan Hukum Islam dalam pengaturan harsama dimana ada

8 Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukutdndang-Undang No. 7 TH. 1989
dan Kompilasi Hukum IslamJakarta, 200@Im. 149.
%Ibid, him. 148-185.



campur kekayaan dari suami atau isteri, baik megelkay membawa pada
permulaan perkawinan maupun yang mereka perolemselperkawinan
berlangsung dicampur menjadi satu kesatuan kekasglaku milik bersama
terkait dengan Pasal 119, 120, 121, 122 berbunyi:
Pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinangdungkan, demi
hukum berlakulah persatuan bulat antara harta legtapuami dan isteri,
sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawindak t diadakan
ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawtidak boleh ditiadakan
atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara daansteri.
Pasal 120 menyatakan bahwa sekadar mengenai lzdoayka persatuan itu
meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergeliak tidak bergerak, baik
yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula p@mleh dengan
cuma-cuma kecuali dalam hal terakhir ini si yangmaméskan atau yang
menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.
Pasal 121 menyatakan bahwa sekedar mengenai bebanrya persatuan
itu meliputi segala utang suami isteri masing-mgsyang terjadi baik
sebelum maupun sepanjang perkawitfan.

Dari pernyataan dalam ketentuan Kitab Undang-Undaludium
Perdata menganggap bahwasannya apabila suami &tan melakukan
pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apantiira mereka, maka
akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekaysuami isteri menjadi
satu kekayaan, milik orang berdua bersama-samdaigian masing-masing
dalam kekayaan bersama itu adalah setetigah.

Penggunaan harta bersama suami isteri atau hdstan geerkawinan

yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2. UndanghigdPerkawinan No. 1

Tahun 1974 yang mengenai harta bersama, suamisa¢aiudapat bertindak

19 Subekti R & TjitrosudibioKitab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: Prainya
Paramita, him. 29-30.

' Wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di Indonesi®andung: Sumur Bandung,
him. 107.



atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnyggqeraan harta asal atau
harta bawaan dalam pasal tersebut ayat 2 menyabakama hak suami atau
isteri untuk membelanjakan harta bawaan masingraga®dari pengaturan
harta tersebut, baik harta bersama maupun hartadmwberdasarkaan

Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ 34
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Artinya:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanibleh Karena Allah
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) a&sahagian yang lain
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah m&abhkan sebagian dari
harta mereka.” (QS. Al Nisa: 34)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasannya hartg gemiliki atau
dibawa suami atau isteri sebelum perkawinan beslamg tetap menjadi
milik masing-masing selama tidak ada perjanjian.

Persoalan pembagian harta bersama yang disebablanyaa
perceraian suami-isteri, yang pada mulanya didasadtas urf atau adat
istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisabkéara hak milik suami
dan isteri*® Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakainlstang
adat istiadatnya memisahkan antara harta suamhalaa isteri dalam sebuah

rumah tangga, dalam masyarakat Islam seperti &ki,dan kewajiban dalam

rumah tangga terutama hal-hal yang berhubungan adepgmbelanjaan,

85.

12 Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannyajakarta: Al-Huda, 2002, him.

13 satria Effendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporéakarta:

Kencana, 2004, him. 59.



diatur secara ketat isteri berhak menerima naflehsdiami menurut tingkat
ekonomi suami.
Maka untuk menggali hukum mengenai harta bersamgandkan

kaidah kulliyah yang berbunyi:

S22 33l
Artinya:
“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukuth”

Dasar hukum dari kaidah di atas yaitu firman Allrat Al-Bagarah ayat
233 yang berbunyi:
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% Asjmuni A. RahmanKaidah-Kaidah Figih ( Qawa’idul Fighiyyah, Bulan Bintang,
Jakarta, Cet. 1,1976, him. 88.



Artinya:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya sethraatahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. kiamajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengamearuf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggu@arjanganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dannge@yah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apakéduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kgduadan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas kedudaggika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak adsadmagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patutakveatah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melidya yang kamu
kerjakan. (Al-Bagarah 2335
Dalam ayat tersebut Allah menyerahkan kepadli@enentuan jumlah
sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah lepateri yang
mempunyai anaknya. Kaidall-‘Adatu Muhakkamahdapat digunakan
dengan syarat-syarat tertentu:
1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sednatdibkui oleh
pendapat umum
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarak
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjtidiak, boleh adat yang
akan berlaku
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, ylaedainan dengan
kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan na8h.

Harta bersama menurut hukum Islam terjadi dua peatdanasing-

masing menyatakan bahwa tidak dikenal harta bersketaiali dengan

!> Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannyajakarta: Al-Huda, 2002, him.
38.

'8 Hasbi Ash. Shiddieqyfalsafah Hukum IslanBulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1975,
him. 477.



syirkah sehingga harta pencaharian suami selanaandpérkawinan adalah
harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersamgainl isteri, begitu
sebaliknya. Sehingga ketika suami atau isteri ngg@ahyang dihitung hanya
harta warisan tidak ada namanya harta bersamalkdengan syirkaH’

Berbeda dengan masyarakat Islam dimana adat istiadaku, tidak
ada pemisahan antara harta suami atau harta teigan demikian seluruh
harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikiidmggap harta suami-
isteri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yabith banyak dalam usaha
harta benda®

Setelah muncul adanya perceraian dalam perkawirga rmuncul
juga permasalahan mengenai pembagian harta bersapadila dalam
permasalahan pembagian harta bersama tidak biskesiigkan secara baik-
baik dan sukarela maka salah satu dari pihak sadaoi isteri untuk bisa
mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersani®engadilan
Agama.

Pengadilan Agama memilki kewenangan untuk membaagitah
bersama sesuai dengan hukum acara dan aturan-&uramng telah ada di
dalamnya, dibagi secara adil. Pengadilan Agama shaneneliti secara
keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan demgasalah pembagian
harta bersama tersebut, apa saja yang seharussgyalibitung dan dibagi

sebagai harta bersama dan apa saja yang sehatigstkya

" Ramulyo, M. Idris,Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata P&adi
Agama Jakarta: IND-HILL. CO, 1991, Him. 257.
'8 Ibid., him. 258.
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Dari putusan yang berkaitan dengan sengketa pearbagarta
bersama peneliti mencoba melakukan penelitian, bahmnya ada sebagian
harta bersama yang tidak bisa diselesaikan prokeskésinya, sehingga
terdapat keganjalan yang perlu dianalisis berkaitamgan isi putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut ASK bin KS 41 Tahun beatindebagai
Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta lseksgpada Pengadilan
Agama terhadap SNA binti HMS 33 Tahun telah bercpsala tanggal 14
Juni 2010 tercantum dalam akta cerai 396/AC/2010{8% berdasarkan
putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0287/Pdt.01R/PA. Kds
Tanggal 20 Mei 2010.

Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetdppdtkan oleh
penulis ada beberapa macam yang telah ditetapkzagaeharta bersama
oleh hakim, diantaranya:

- Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tandik orang tua
Tergugat.

- 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati

- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M

- 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati

- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat nsigjo Rp.
40.000.000,-

- Satu set meja kursi model keranjang yang terdnii skbuah meja besar,
2 meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bdfagn jati

- 4 kursi lipat dari kayu jati

1 buah tempat tidur dari kayu jati
1 buah radio tape Simba merk SHARP.

Mengenai pembagian yang telah dilakukan hakim RélagaAgama

Kudus, seharusnya para pihak bisa melaksanakansgrutyang telah

1% salinan putusan , No. 490/Pdt. G, Pengadilan Agéutais, 2010, him. 38-39
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ditetapkan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuaug yeerlaku, tapi karena
pihak Tergugat tidak mau melaksanakan putusan bigrsenaka pihak
Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atasbdegama yang telah
ditetapkan.

Sebagian dari harta tersebut sudah ada yang dilakasa eksekusinya
dan sebagian ada yang belum, bahkan ada yang hidak dilaksanakan
eksekusi terhadap barang tersebut, barang-baranty yédak bisa
dilaksanakan proses eksekusinya adalah 2 buah Resdr Puri Baru Pati, 2
buah kios di Pasar Puri Baru Pati, sebuah rumaly p&ndiri di atas tanah
milik orang tua.

Karena harta bersama tersebut berkaitan dengara ypawybuktian.
Upaya pembuktian tentang letak rumah dan 2 kidgs 2dalah masih terikat
dengan barang milik pemerintah, sudah jelas bahwgsatanah yang
ditempati untuk membangun rumah tersebut adalak oriing tua, juga kios
dan los tersebut tidak berkaitan dengan sengketk metapi berkaitan
dengan upaya pembuktigh.

Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa yang merjadia
bersama hanya bangunan rumah dan isinya, tanak telnasuk di
dalamnya, tetapi posisi tanah yang secara otonmatiekat di bangunan
tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Hakim menggsagkan posisi tanah
tersebut meskipun yang ditetapkan oleh hakim adalatahnya saja tetapi

sebuah bangunan rumah itu melekat pada tanah yaewpoati.

2 M. Yahya HarahapKedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
Jakarta: Sinar Grafika, cet. Il, 2003, him. 269.
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Untuk harta bersama yang berupa kios atau los, apengakim tidak
mempertimbangkan bahwasanya kios atau los adalendsdarang milik
negara yang tidak bisa ditetapkan sebagai hartaimer kecuali isi dari kios
atau los tersebut. Dari sinilah penulis ingin meng@t permasalahan yang
ada dalam putusan berkaitan dengan sengketa herdanta sebagai acuan
pembahasan dalam menulis skripsi yang berjd@@HSEKUSI HARTA
BERSAMA (Analisis Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PAds di

Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Harta Beasna)”.

Rumusan Masalah

Setelah mencermati uraian latar belakang masalaly yelah ada,
penulis mencoba menyimpulkan bahwa ada beberapaapalahan yang
perlu dibahas:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nom®@0/Pdt.
G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama Kudus tentaeglagian harta
bersama?

2. Bagaimanakah eksekusi pembagian harta bersama dalénsan no.

490/Pdt.G/2010/PA. Kds?

. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nodP49@/2010/PA.
Kds, di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagiga barsama
2. Mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) hartsarar yang telah

ditetapkan dalam putusan no. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds
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D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Nur Hasanah, 1998,Stldi Analisis Gugatan
Rekonvensi atas Harta Bersama yang Dijadikan Jamidalam Putusan
Pengadilan Agama Semarang Nomor: 801/Pdt.G/199@mW, dibahas
mengenai pandangan hukum Islam terhadap gugatenvensiatas harta
bersama yang dijadikan jaminan serta ketentuan agiatnya serta apa yang
menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semgaraalam
menyelesaikan kasus di atas juga apakah sudah sesgan hukum Islarft.

Dalam skripsi Ehsan Khoironi, 2009AAalisis Pertimbangan Hakim
Terhadap Sita Marital atas Maskawin Pasca Percema{&@tudi Terhadap
Penetapan Nomor: 626/Pdt.G/2008/PA.Rbglibahas mengenai tinjauan
hukum Islam terhadap penetapan Nomor: 626/Pdt.8/P@0Rbg. dengan
pertimbangan hakim terhadap penetapan sita maitesl maskawin pasca
perceraiarf?

Dalam skripsi Nia Istiamah, 2011XPembagian Harta Gono Gini
Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam (Analisis uU&an No.

433/Pdt.G/2007/PA.Rbg)"dibahas mengenai tinjauan hukum formil dan

2L Nur Hasanah, Study Analisisa Gugatan Rekonvensi atas Harta Bessaang
Dijadikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan No. BO1/G/1996" Skripsi Sarjana Hukum
Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'al 1&&lisongo, 1998.

22 Ehsan Khoironi, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sita Maritaiag\ Mas
Kawin Pasca Perceraian (penetapan nomor: 626/ Bd2008/PA. Rbd) Skripsi Sarjana Hukum
Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'al W&&lisongo, 2009.
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materiil mengenai pembagian harta gono gini yasgltibkan karena adanya
perceraiarf®
Dalam karya-karya di atas hampir semuanya membad@isang

pembagian harta bersama dan sita eksekusi penagapdalam hukum acara
di Pengadilan Agama, lalu tentang pembagian hagtaama yang adil di
dalam putusan Pengadilan Agama, yang diselesaikangath penerapan
hukum acara masih belum banyak dibahas, yang augahgpeletakan sita
jaminan didalamnya sesuai dengan pasal 95 KHI, Ipi@neini berbeda
dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena akambahas pembagian
harta bersama yang didalamnya masih ada milik pketiga yang diputus
dengan eksekusi yang didalamnya diletakkan sitakeiss terhadap barang

yang masih ada kaitannya dengan pihak ketiga.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitidibrary research(penelitian kepustakaan),
yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk resstgh data bersumber dari
sebuah produk pengadilan yang disebut putusans&utmi juga didukung
oleh data yang ada seperti buku-buku penunjang yaremyangkut
pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

% Nia Istiamah, Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurutkum Islam
(Analisis Putusan No. 433/Pdt.G/2007/PA.RbgPkripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang:
Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011
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Sumber data adalah subyek dimana data dipefdl&umber data
dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsianigobjek
yang diteliti”®> Sumber primer dalam penelitian ini adalah putusan
nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds tentang pembagian ahdrérsama.
Putusan ini penulis peroleh langsung dari Pengadigama Kudus.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dapat menunjeamg
diperoleh dari hasil wawancara kepada para hakim g@anitera

Pengadilan Agama Kudus yang menangani kasus térskbu para

pihak. Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidakgsung diperoleh

oleh peneliti dari subjek penelitiannya, bisa bguodu data
dokumentasi/data laporan yang terséflidata sekunder yang penulis
gunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1) UU. No. 7 Th. 1989, Penerapan Hukum Acara DalamyBlesaian
Perkara Harta Bersama dan Kompilasi Hukum Islgamg diterbitkan
oleh Ditpembapera Departemen Agama RI

2) Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporkarya Satria
Effendi

3) Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islakarya Bismar Siregar, dkk

24 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekataviogyakarta: Rineka
Cipta, cet. I, 1993, him. 236.

% Rianto Adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukudakarta: Granit, 2004, him. 57.

% saifuddin AzwarMetode PenelitianJakarta: Pustaka Pelajar, cet. IX, 2009, him. 91.
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4) Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata P&madhgama
karya Ramulyo M Idris.
3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan karena sumber data tidakdaamengenai
tempat dan orang, tetapi juga arsip-arsip dan dekdmOleh karena itu
penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu miedata mengenai
hal-hal variabel berupa tulisan dan buku-buku yeslgvan dengan tema
penulisan skripsi ini. Dokumentasi utama yang dakam dalam penelitian
ini adalah lembar putusan PA. Kudus Nomor: 490@010/ PA.Kds.
b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulda gang
dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sunfbenasi secara
langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memgerksdéerangan dari
seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan gelasiitian in?®

Teknik wawancara digunakan untuk mencari data peanty
terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Telwalwancara dilakukan
kepada panitera pengganti sidang oleh ibu Endambid\ayati, SH. untuk
mengetahui proses pelaksanaan putusan yang akdanégan dan kepada
Bapak Jumadi selaku hakim anggota, untuk mengetalasan-alasan
pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutukaperyang ada,

pada pihak penggugat bapak SNA bin KS untuk mehgetaagaimana

" Suharsismi Arikuntoop.,cit, him. 135.
8 KoentjoroningratMetode Penelitian Masyarakatakarta: Gramedia, 1981, him. 162
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kelanjutan harta yang disengketakan. Obyek matawamcara berkaitan
dengan beberapa macam harta yang ditetapkan sdizaitgabersama.
4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggmaketode
analisisdeskriptif kualitatif Maksudnya adalah proses analisis yang akan
didasarkan pada kaidateskriptifdan kaidatkualitatif. Kaidahdeskriptif
adalah bahwasanya proses analisis dilakukan teghselaruh data yang
telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasilism&trsebut disajikan
secara keseluruhan. Sedangkan kaldsdiitatif adalah bahwasanya proses
analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkani tdengan jalan
membandingkan teori bandingan dengan tujuan untekemukan teori
baru yang dapat berupa penguatan terhadap teorg, lamaupun
melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakaumsrstatistik®

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metod® digunakan
sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganabsara sistematis
terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum dEmgaAgama
Kudus dalam menyelesaikan perkara sengketa hantsarba berupa
barang-barang apa saja yang sebenarnya layak ditktepkan sebagai
harta bersama. Kemudian dilihat dan disesuaikamgatemorma hukum

yang dipakai dalam sistem hukum yang berf&ku.

F. Sistematika Penulisan

29 Sudarwan Danimylenjadi Peneliti Kualitatif Bandung: Pustaka Setia, 2002, him. 41.
% saifuddin Azwarloc. cit, him.126.



18

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pemmiaskripsi
menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri athsbsib dengan maksud untuk
mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di badddasn skripsi ini dan
tersusun secara rapi dan terarah.

Bab | berisi tentang pendahuluan dalam bab ini ldibamengenai
latar belakang masalah, rumusan rmasalah, tujuanlipan, telaah pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Menjelaskan mengenai masalah harta bersaanae#lisekusi
yang meliputi pengertian dan dasar hukum, hak damajkban suami isteri
terhadap harta bersama, macam-macam harta bertenpentuknya harta
bersama dan pembagian harta bersama. Pengerti@kusks azas-azas
eksekusi, macam-macam eksekusi, eksekusi terhadtgpldersama

Bab Il Merupakan hasil penelitian yang membahasgerai profil
Pengadilan Agama Kudus, putusan no. 490/Pdt.G/P@LBISs berisi posisi
kasus, proses pemeriksaan perkara, pertimbanganmuk putusan hakim,
pelaksanaan putusan.

Bab IV: Analisis, berisi hasil-hasil penelitian damnalisis yang
diperoleh dari Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kdsn§knai pertimbangan
hakim tentang pembagian harta bersama dan mengelaséisanaan putusan
(eksekusi) pembagian harta bersama.

Bab V: Penutup, Bab ini berisi tentang Kesimpulam &aran-saran

dari uraian di atas atau dari hasil-hasil pena@litigang mungkin sangat
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diperlukan dalam mengetahui bagaimana putusan hakinPengadilan

Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.



